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Catatan Revisi Makalah "Larangan Allah dalam Berekonomi yang 
Batil" 
Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah 
1. Penambahan referensi / footnote: 
- Pendahuluan/latar belakang, hal. 1 & 2. 
- Pembahasan, halaman 3, 4, 6, 7, 8, 12. 
2. Perbaikan narasi pada rumusan masalah. 
3. Kutipan jurnal dosen, pada halaman 6. 
4. Menghapus subbab yang dikoreksi peserta seminar makalah 
(jenis-jenis riba) pada halaman 6, karena tidak penting. 
5. Penambahan beberapa referensi di daftar pustaka, karena revisi 
yang telah disebutkan pada poin 1. 
6. Memperbaiki jarak satu item pustaka dengan yang lainnya 
yakni spacing before 6pt sesuai pedoman penulisan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Islam adalah sebuah sistem, manhaj, jalan kehidupan yang sangat lengkap, 
komprehensif, universal. Sehingga Islam menjadi agama yang sempurna, 
menyeluruh serta mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun sendi 
kehidupan yang lepas dari perhatian Islam. Artinya Islam tidak hanya mengatur 
hubungan kita dengan Allah semisal ibadah atau ritual, tapi juga mengatur 
hubungan antara manusia. Bahkan hubungan antara manusia dengan alam semesta 
ini, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, yang dalam bidang keilmuan 
Islam merupakan salah satu kajian dalam fiqh, tepatnya fiqh mu'āmalah.1   
Kajian fiqh sendiri diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu fiqh 'ibādah dan 
fiqh mu'āmalah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fiqh 'ibādah mengkaji 
hal-hal yang menyangkut ḥablun minallāh, adapun fiqh mu'āmalah menyangkut 
ḥablun minannās. Kedua klasifikasi kajian fiqh tersebut memiliki kaidah dasar yang 
berbeda. 
Kaidah dasar dalam kajian fiqh 'ibādah adalah al-aṣlu fī al-'íbādati al-
taḥrīm, illā mā dalla al-dalilu ‘alā al-amri bihi. Hukum asal dalam ibadah adalah 
haram, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Dengan kaidah ini, maka 
semua bentuk ibadah2 yang tidak berdasar dalil nash adalah dilarang.3  
                                                             
1Nashr Farid Muhammad Wasil, Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-
Syariah al-Islamiyah (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1998), h. 8. 
2Dalam hal ini adalah ibadah maḥḍah yaitu ibadah yang sudah ditentukan syarat dan 
ketentuannya seperti misalnya shalat. 
3Shalih al-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra (Riyadh: Dar Balansia, 2010), h. 153. 
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Adapun kaidah dasar dalam kajian fiqh mu'āmalah adalah al-aṣlu fī al-
mu'āmalati al-ibāhah, illā mā dalla al-dalilu ‘alā tahrīmih. Hukum asal dalam 
muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di antara 
bentuk muamalah adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, hutang 
piutang, sewa, dan transaksi-transaksi lainnya. Bentuk muamalah yang lain adalah 
hal-hal yang menyangkut politik, sosial, budaya, dan sejenisnya.4 
Dengan berpegang pada kaidah muamalah sebagaimana disebutkan di atas, 
maka sesungguhnya setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-
aktivitas ekonomi. Melakukan aktivitas jual beli di pasar, bekerja di kantor, 
berinvestasi di pasar saham, dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya adalah mubah 
atau boleh, selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak 
mengandung unsur-unsur yang dilarang. Dalam kajian Ekonomi Islam, hal-hal yang 
dilarang dalam transaksi ekonomi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan yang dibolehkan. Maka dari itu penting untuk mengetahui hal tersebut agar 
tidak terjerumus pada laarangan Allah swt. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam 
makalah ini adalah bagaimana larangan Allah dalam berekonomi yang batil, dengan 
sub pokok masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana defenisi larangan Allah dalam berekonomi yang batil? 
2. Apa landasan hukum larangan berekonomi yang batil? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk ekonomi/transaksi batil yang terlarang? 
                                                             
4Shalih al-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra, h. 127. 
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BAB II 
     PEMBAHASAN 
A. Defenisi Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil 
Syari’at Islam terdiri dari perintah dan larangan, maka seorang muslim 
mukallaf dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan Allah. Baik 
perintah maupun larangan yang berlaku terhadap para hamba didasarkan atas 
hikmah dan kemaslahatan.  
Dalam masalah muamalah, setiap muslim diberi kebebasan untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya. Namun Allah swt. juga telah 
menetapkan beberapa rambu yang harus dipegangi dalam aktivitas ekonomi, 
sehingga seorang yang melanggar batasan/larangan tersebut menyebabkan aktivitas 
ekonomi yang dikerjakannya menjadi bāṭil.5  
Bāṭil menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah,  rusak 
dan sia-sia. Transaksi yang bāṭil, artinya transaksi tersebut tidak sah atau 
mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah.6  
Bāṭilnya suatu transaksi bisa terjadi karena akadnya, objeknya, atau karena 
sesuatu yang menyalahi kaidah umum transaksi yang sah. Bagi jumhur ulama, 
setiap perbuatan mukalaf, baik yang menyangkut ibadah, maupun muamalah, hanya 
mempunyai dua nilai, yaitu sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, serta bāṭil atau 
fāsid jika tidak memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian tidak ada nilai lain 
antara sah dan batil.7 
                                                             
5Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012), h. 59. 
6Al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), h. 43. 
7Nashr Farid Muhammad Wasil, Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-
Syariah al-Islamiyah, h. 22-23. 
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Mengingat eksistensi al-nahyu atau larangan itu dibangun diatas hikmah 
dan maslahat, maka pelanggaran terhadap larangan dan perbuatan dosa pasti akan 
menimbulkan mudharat, baik didunia maupun diakhirat.8 
B. Landasan Hukum Larangan Berekonomi Yang Batil 
Secara umum, landasan hukum/ dalil larangan Allah kepada hambanya 
untuk berekonomi/bertransaksi yang batil disebutkan dalam QS. al-Nisā/4: 29. 
 ْيا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَ اوُناماآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ ْمُكان  ةارااِتِ اوُل ُتْقا ت الَاو ْمُكْنِم ٍضاارا ت ْناع 
ا ميِحار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ ْمُكاسُف ْناأ  
Terjemahnya:                                                                                                                                                       
Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di 
antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian 
saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah 
itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.9 
Dalam potongan ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang 
beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk 
transaksi lainnya) harta satu dan lainnya dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 
dibenarkan oleh syari’at. Juga dalam ayat ini disebutkan bahwa transaksi selain 
harus dibenarkan dalam syariat, juga segala bentuk transaksi yang kita lakukan 
harus dengan asas saling ridha, saling ikhlas. 
C. Bentuk-Bentuk Ekonomi/Transaksi Batil Yang Terlarang 
Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar 
menghasilkan transaksi yang halal dan ṭayyib. Islam juga telah menggariskan jenis-
jenis transaksi yang dilarang. 
                                                             
8Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah, h. 12. 
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 83. 
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Transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah 
transaksi yang disebabkan oleh kedua faktor10 berikut : 
1. Haram zatnya (objek transaksinya) 
Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang 
ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. 
Seperti memperjualbelikan alkohol, bangkai, babi, narkoba, organ manusia, dll. 
2. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksinya) 
Suatu transaksi dilarang karena ada masalah pada proses/cara transaksinya 
yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Berikut bentuk-bentuk transaksi 
tersebut serta penjelasannya: 
a. Riba 
Al-Quran dan Sunah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai 
bentuknya; dan seberapapun banyaknya. Allah swt. berfirman dalam QS Al-
Baqarah/2: 275. 
 لَ ِبِ رلا انوُلُكْايَ انيِذَّلا َّلا ُموُقا ي ا اماك َّلَِإ انوُموُقا ي اكِلاذ  ِسامْلا انِم ُنااطْيَّشلا ُُهطَّب اخاتا ي يِذ ااَّنَِّإ اوُلااق ُْمَّنَِّابِ 
 ِ رلا امَّراحاو اعْيا بْلا َُّللَّا َّلاحاأاو ِبِ رلا ُلْثِم ُعْيا بْلا اف ىاها ت ْنااف ِه ِبار ْنِم ٌةاظِعْوام ُهاءااج ْن اماف بِ افالاس اام ُهال الَِإ ُُهرْماأاو
 ِلااخ ااهيِف ْمُه ِراَّنلا ُبااحْصاأ اكِئالوُأاف ادااع ْناماو َِّللَّا انوُد 
Terjemahnya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 
“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
                                                             
10Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, Majmu' Fatāwā Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 
Juz 20 (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2004), h. 334. 
6 
 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.11 
Di dalam hadis, Nabi saw. bersabda: 
 ِ رلا انوُع ْب اساو ٌةاث الَاث ابِ وح ابِ ُهَُّمأ ُلُجَّرلا احِكْنا ي ْناأ ُلْثِم : ااُهراسْياأ ،
12 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh 
dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina 
dengan ibunya.”  
لكآ ملسو هيلع الله  ىلص الله  لوسر ناعل بِرلا  ٌءاوس مه :لاقو ،هيدهاشو هبتاكو ،هلكومو13 
Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. mengutuk orang yang menerima riba, orang 
yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, 
kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. 
Riba secara bahasa bermakna ziyādah (tambahan), juga berarti tumbuh dan 
membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari 
harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan 
riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-
meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.14 
 Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Riba hutang-piutang 
dan riba jual-beli.15 Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qarḍ16 dan riba 
                                                             
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 47. 
12Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Cet 1; Beirut: Darul Jiil, 1998), h. 597. 
13Muslim bin al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Riyadh: Dar Taybah, 2006), h. 749. 
14Ali Ahmad al-Salus, Mawsu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah wal Iqtisad Islami 
(Cet. 7; Qatar: Dar al-Tsaqafah bi al-Dauhah, 2002), h. 83. 
15Misbahuddin, "Sistem Bunga dalam Bisnis Modern: PerspektifHukum Islam", Jurnal 
Asy-Syir'ah 44, No. 1 (2010): h. 725. 
16Riba qarḍ adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap 
yang berhutang (muqtaridh) 
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jahiliyah17. Sedangkan kelompok kedua (riba jual-beli), terbagi menjadi riba faḍl18 
dan riba nasī’ah19. 
b. Maysir atau Qimār 
Semua bentuk perpidahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak 
lain dalam bentuk permainan, dimana salah satu pihak dari mereka untung 
(menang) mendapatkan harta tersebut dan yang lainnya rugi (kalah). Maysir atau 
qimār biasa diistilahkan dengan judi, seperti taruhan uang pada permainan kartu, 
pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan semisalnya.20 
Judi dilarang dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman 
Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 219. 
  سايئ  
 
ثِۡإ ٓاامِهيِف 
 لُق ِِۖرِس يام
 
لٱاو ِر
 ما
 
لۡٱ ِناع اكانوُليرِب اك  ُعِفَٰاناماو  ِساَّنِلل  ٓا امُُه
 
ثِۡإاو  ُاب
 كاأ نِم  َّن  اامِهِع
 ف  
Terjemahnya: 
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya 
itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya 
lebih besar dari manfaatnya’…”21 
Juga dalam QS. Al-Maidah/5: 90. 
 
َ خ
لٱَو ُِسِخيَم
خ
لٱَو ُر خمَ
خ
لۡٱ اَمذِنإ 
ْ
آوُنَماَء َنيِ
ذ
لَّٱ اَه ُّي
َ
أَٰٓ َي َف ِنََٰطخي ذشلٱ ِلَمَع خنِ  م ٞس خِجر ُمََٰل خز
َ خ
لٱَو ُباَصن ُهوُِبنَت خجٱ
  َنوُِحل خفُت خمُك
ذ
لَعَل 
                                                             
17Riba jahiliyyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak 
mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 
18Riba faḍl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, 
sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. 
19Riba nasī’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang 
dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya 
perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan 
kemudian. 
20Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah, h.132. 
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 34. 
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Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi 
nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan  syetan, maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”22 
Pelarangan maysir atau qimār oleh Allah swt. dikarenakan efek negativ 
maysir atau qimār. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi 
dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung 
ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. 
Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang 
sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan 
sehingga diharamkan. Selain itu judi menyebabkan candu dan membuat malas 
untuk bekerja.23 
c. Garar 
Garar adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau 
dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut 
barang, harga ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang. 
Para fuqaha mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, kesimpulan 
definisi menurut para fuqaha, garar adalah segala transaksi yang tidak jelas (ghairu 
ma‘lum/unknown) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau 
konsekuensinya (majhul ‘aqibah).24 
Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya garar adalah (1) kurangnya 
informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) 
tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak 
                                                             
22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 123. 
23Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah, h. 133-134. 
24Ali bin Muhammad al-Jurjāni, Kitab al-Ta'rīfāt (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), h. 167. 
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ada.25 Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur garar dapat menimbulkan 
perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, 
sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. 
Imam an-Nawawi menyatakan, larangan garar dalam bisnis Islam 
mempunyai perananan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan, jika kedua 
belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara dzatnya tetap termasuk dalam 
kategori bay’u al-garar yang diharamkan. 
Kata garar dalam al-Quran tidak pernah disebutkan dalam kaitannya dengan 
transaksi. Akan tetapi penyebutan larangan transaksi secara batil dalam Alquran 
(QS. al-Nisa’: 4/29), terkandung juga di dalamnya unsur garar, karena para ulama 
memahami makna transaksi batil adalah transaksi di mana di dalamnya terdapat 
elemen-elemen riba, qimar, zulm, bakhs (ketidakadilan dalam praktek transaksi 
komersial), hiyal (tipu daya), garar, ketidakjelasan, dan objek akad yang ilegal.26  
Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw., terdapat banyak hadis yang 
menyatakan keharaman transaksi yang mengandung garar. Kaharaman garar 
dalam hadis merupakan suatu bentuk penjelasan khusus dari penjelasan al-Quran 
tentang larangan bertransaksi secara batil. Hadis Rasulullah saw. menjelaskan 
secara lebih terinci keharaman transaksi yang mengandung unsur garar. Di antara 
hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut: 
 الله  لوسر ىنَّ صلى الله عليه وسلمررغلا عيب نعو ةاصلحا عيب نع27 
Artinya: 
“Rasulullah saw. melarang jual beli ḥuṣāh dan jual beli garar”. 
                                                             
25Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 3 (Beirut: Dar Ibnu 
Hazm, 1995), h. 1198. 
26Ahmad al-Jaṣṣāṣ, Ahkam al-Qur'ān, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turāṡ al-'Arabi, 1992), h. 
312. 
27Muslim bin al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, h. 707. 
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ةيلهالجا لهأ هعيابتي  اعيب ناكو ةلبلحا لبح عيب نع بينلا ىنَّ :لاق رمع نا نع28 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: “Rasulullah melarang jual beli habl al-habla 
seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah”. 
d. Bay’u Najasy 
Bay’u najasy gambarannya yakni jika sekelompok orang bersepakat dan 
bertindak sebagai pembeli berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan 
untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut.29 
Sehingga permintaan palsu tersebut menaikkan harga jual produk dan orang ketiga 
akhirnya terpancing ikut membeli barang. Rasulullah saw. telah melarang praktek 
seperti ini. 
 الله  لوسر ىنَّ :لاق امهنع الله  يضر رمع نبا نع صلى الله عليه وسلمشجنلا نع30 
Artinya: 
Ibnu Umar berkata: "Rasulullah saw. melarang transaksi Najasy" 
Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, 
melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang 
bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang 
yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini sangat 
rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan 
pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan dimana mereka 
bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, 
dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. 
e. Iḥtikār 
                                                             
28Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), h. 403. 
29Adiwarman A. Karim dan Oni Syahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi 
Syariah (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), h. 173. 
30Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, h. 403. 
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Iḥtikār adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat 
dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang 
lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
lebih cepat dan banyak. Sehingga memaksa para konsumen yang membutuhkan 
barang tersebut untuk membeli dengan harga yang jauh lebih mahal akibat 
kelangkaan tersebut.31 
Rasulullah saw. bersabda: 
 الله  لوسر نأ بيسلما نب ديعس نع صلى الله عليه وسلمئطاخ وهف ركتحا نم :لاق32 
Artinya: 
“Barangsiapa yang menimbun (barang & jasa kebutuhan pokok) maka telah 
melakukan suatu kesalahan(dosa).” 
f. Talaqqi al-Jalab atau Talaqqi Rukbān 
Yang dimaksud dengan al-Jalab adalah barang yang diimpor dari tempat 
lain. Sedangkan rukbān yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki 
tunggangan. 
Adapun yang dimaksud talaqqi al-jalab atau talaqqi rukbān adalah 
sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang 
yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau 
jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum 
masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. 
Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur (mayoritas ulama) karena 
adanya pengelabuan. Dari Abu Hurairah, ia berkata: 
                                                             
31Adiwarman A. Karim dan Oni Syahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi 
Syariah, h. 158. 
32Muslim bin al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, h.754. 
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 َِّللَّا ُلوُسار ىاانَّصلى الله عليه وسلم  ُبالْالجا ىَّقالتي ْناأ.33 
Artinya: 
“Rasulullah saw. melarang dari talaqqi al-jalab” 
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata, 
ن اَّنُكنِم ىِاتَْشانف اناابْكُّرلا ىَّقالت َّطلا ُمُهنف ، امااع ُِّبَّنلا انَااه صلى الله عليه وسلم    األبي َّتَّاح ُهاعيِبان ْن ُقوُس ِِهب اغ ِمااعَّطلا
34 
Artinya: 
“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli 
makanan milik mereka. Nabi saw. lantas melarang kami untuk melakukan jual beli 
semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di 
sana”. 
Jika jual beli semacam ini tidak mengandung ḍarar (bahaya/kerugian) atau 
tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. 
Karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya ‘illah (sebab pelarangan).35 
g. Risywah (Suap) 
Risywah menurut bahasa adalah pemberian yang diberikan kepada 
seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.36 
Sedangkan menurut istilah risywah berarti pemberian yang bertujuan 
membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.37 
Dari definisi di atas ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah; 
al-rāsyi (penyuap) dan al-murtasyi (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama 
                                                             
33Muslim bin al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, h.709. 
34Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, h. 406. 
35Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 3, h. 1229. 
36Ibnu al-Manẓūr, Lisan al-‘Arab, Juz. 5 (Cet.3; Beirut: Dār Ihya Turāṡ al-'Arabi, 1999), h. 
223. 
37Ali bin Muhammad al-Jurjāni, Kitab al-Ta'rīfāt, h. 116. 
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diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama, bahkan perbuatan 
tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Rasulullah saw. bersabda: 
 ايِشاتْرُمْلااو ايِشاَّرلا امَّلاساو ِهْيالاع ُ َّللَّا ىَّلاص َِّللَّا ُلوُسار اناعال
38 
Artinya: 
“Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” 
                                                             
38Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmiżi, Juz 3 (Cet;2 Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 
1968), h. 613. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Allah swt. telah menetapkan beberapa rambu yang harus dipegangi dalam 
aktivitas ekonomi, sehingga seorang yang melanggar batasan/larangan 
tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakannya menjadi bāṭil. 
Bāṭil menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah,  rusak 
dan sia-sia. Maka transaksi yang bāṭil, artinya transaksi tersebut tidak sah atau 
mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. 
2. Secara umum, landasan hukum/ dalil larangan Allah kepada hambanya untuk 
berekonomi/bertransaksi yang batil disebutkan dalam QS. al-Nisā/4: 29. 
3. Transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah 
transaksi yang disebabkan oleh dua faktor: 
a. Haram zatnya (objek transaksinya), seperti memperjualbelikan alkohol, 
bangkai, babi, narkoba, organ manusia, dll. 
b. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksinya), seperti riba, Garar, Bay’u 
najasy, Iḥtikār, Talaqqi al-Jalab atau Talaqqi Rukbān, Risywah (Suap), 
dan lain-lain. 
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